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P.ROVINSlBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR S-5" 'tAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN1'ENAGA AHLI FRAKSI DAN KEtoMPOK PAKAR / 
TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN~AT DAERAH KABUPATEN LEBONG 

TAHUN ANGGARAN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 

a bahwa dalam rangka melaksanakan iletentuan 
Pasal 34 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 201 0 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Pei:wakilan Rakyat 
Dam-ah tentang Tata Tertib Dewan Perakilan Rakyat 
Daerab perlu diben\llk Tenaga Ahli Prak&i dan 
Kelompok PakM/Tim Ahli Dewan PerwakilM 
Rakyat Daerah Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagalmana 
tersebut diatas perlu cncnetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penetapan Tenaga Ahli Fraksi 
dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwaldlan 
Rakyat Daerab Kabupaten Lebong Tahun Anggamn 
2015; 

l. Undang-Undang Nomor 09 tahun .1967 tentang 
Pe.cnbentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lcmba,ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahurt 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tent.ang 
Pembentukan KAbupaten Lcbong clan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4349); 

4. Undang-Uodang Nomor 01 Tahun 2004 tentllllg 
PerbendahW'oan Negara (Lembattm Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tarobaban Lembaran Negara Rcpublik fndonesia 
Nwnur 4355), 



5 Unda~-l:ndan.; Xomcr 33 Tahun 2004 tcni:ang 
Penmbi>rn?an Ktuanga.n antara Pemenntah Pwiat 
dan Pcmenm:ahan Daerah (Lembaran Negara 
Rtpublik lndanesi;I Tahun 2004 Nomc,r 126, 
Tambahan Lc:mbaran Negara Rcpub!ik Indonesia 
Nomor 44381; 

6 - Undan~-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MaJehs Pennusyawaratao Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat daI1 Dewan Perwakl!ao Rakyat 
Daerah (1..embaran Negara Rcpublik Indonesia 
Talhun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntilllg 
Pcmbentukan Pcraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Nc,gara Republik lndonesia Tanun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam .Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 

8. Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 20i4 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pcngganti Undang- Undang Nomor 2 
Tahun 2014 teotang. Perubahan Ata,i Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Neg!!,ra Republik Indonesia Nomor 5589); 

9. Peracuran Pemeri.ntah Nomor 58 Tahun 2005 
tenta,ng Pcngelolaan Keuangan Dacrah (1.embaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lctmba:ran Negara Republik. Cndonesia 
Nomor 4578]; 

1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemeriot.ahan Daerah Provinsi dan 
PemerinUlhan Daerah Kabupaten/ Kota (Lcmbaran 
Nesara Republik lndo:nesia Tahu n 2007 N·omor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor l6 Tahun 20 lO 
te ntang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Pe.rwakilan Rakyat Daerah tenumg Tata Tertib 
Dewan Perwakilao Rakyat Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5 I 04); 

12. f>eratunu, Pemerlntab Nomor 7 I 'l'ahun 20 l 0 
tentang Standar Akuntansi Pcmerintahan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
"-omor 123, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesi.,i ~omor 5165); 



menetapkan 

13. Peracuran Pcmenntah Nomor 24 tahun 2014 
tcntang Kedudukan Protekoler dan Ke1.1angan 
Pimpinan da.n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrab (lnnbaran Negara Rcpublik lndon~sia 
tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Ta.bun 
2007 tcntang Perubahan Ketiga atas Per aturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Len,ang 
Ked-udukan Protokoler dan J<cuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu.ti 2007 
Nomor 47, Tambahan Lerobaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4712); 

14. Peraturan Mentcd Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 
2006 tenmng Pedoma.n Pengelolaan Keuangan 
Dacrah, sebagaimana Lelah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 
20 ll ten tang Perubanan Kcdua atas Peraruran 
Menteri Dalam Nege.ri Nomor 13 Tahun 2006 
tentangPedQman Pengelolaan Kcuangan Daerah; 

15. Pcraturan Meoteri Oalam Negeri 
2014 ten tang Pembentukan 
Daerah; 

Nomor 0 1 Tahun 
Produk Hukum 

16. Pcr.aturan Daerah Kabupalen Lebong Nomor 08 
Tahun 2014 lcntang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupa.ten Lebong Tahun Anggaran 
2015. 

MEMUTUSKAl'f : 

1'ERATURAN BUPATl 'l'ENTAHG TATA CARA PENETAPAN 
TENAGA AlDJ l"R4KSt DAN KELOMPOK PAKAR/TIM 
AHLI DEWAN P&RWAKILAN RAKYAT DAER.AB 
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2015, 

BABI 
KETEN'liJAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati inl, yang climaksud dengan: 
L Oaerah adalah l<abupaten Lebong. 
2. ~merintah Daerah adalah. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

ponyolenggara Pemedntah Daerah. 
3. Bupati adalab J<epala Daerah Kabupaten Lebong. 
4. Dewan Perwalrilan Rakyat Daerah yang sel.anjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l<abupaterl Lebong sebagai unsur 
pen)·elenggara Pemerinla.h Dacrah. 

5 . Pimpinan DPRD adalah Kctua dan para Waktl Kctua Dewan Perwakllan 
Rak> al Oaerah Kabupaten Lebong. 

6. Fnlk,,; adaJ•h F'raksi pada Dewan Prrwakilan Rakyat Oaerah Kabupatcn 
Lebcmg. 



- limni,., adalah Kontisi paola Dewan P,,rwakilan Rakyat Daerah Kabupatea 
Leboog 

8 . Badan Musyawarah adalah Sadan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lebong. 

9. Bada.o Legislnsi adalah Brulan Legislasl Dewan Perwak:ilan Rakyal Daertlh 
Kabupateo Lebong. 

10. Badan Anggaran adalah Badan /\ngga,ran Dewan PerwaltitaJ1 Rakyat 
Daerah Ksbupattm Lebong. 

11 . Badan Kchonnatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lebong. 

12. Sekretariat Dewan Perwakilao Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekre tan at DPRD adalab Sekretariat Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupateo Lebong. 

13. Sekretruis Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disebut 
Sckrctaris DPRD adalah &kretaris DeW8Jl Perwalcilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lebong. 

14. /\lat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang u:rdiri at.as Plmpinan Dewan, 
Sadan Musyawarah. Komisi-Komisi, Sadan Legislasi, Sadan Anggaran, 
Badan Kehorrnatan. 

15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemer!ntahan Daerah 
dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRO. 

16. Kelornpok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli. 
I 7. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan 

Da.erah clan mcnguasai 1-ugas, fungsi dWI wewena.ng DPRD serta 
ditempatkan pada F'n\ksi-Fraksi dalam DPRD Kabupaten Lcbong. 

8/\B J] 

AZAS 

Pasal 2 

Penycdiaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar /Tim AhJi DPRD 
berdasarlkan pada !\Sas ma.nfaal dalam mcmcnuhi kcbutuhan untuk 
meningkatkan l<inerja dan mcmbantu pdaksanaan tugas, fungsi dan 
wewenang DPRD. 

8/\B UT 
PERSY/\RA'l'AN, PENGUSUL.AN, PENOANOT<ATAN, PENEMPATAN DAN 

PEMBERHENTlAN 

Bagian Kesatu 
Tenaga Ahli F'raksi 

Paragraf I 
Persyaratan 

Pasal 3 

Kualifikasi Tenaga Ahli F'rak.sl didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau 
pengalaman yang dibutuhkan dlul paling sediklt memibld pef1!Y'll'."tan sebagal 
berikut: 
a. Berpendidikan se,renclab- rendahnya Sarjaru; StTata Satu (S1) dengan 

p,,ng:alaroan kerja paling siogkat 6 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan 
pengalaman kerja paling singkat 3 (Tiga) tahun atau St.rata Tiga (831 
dengan penga]J!man palil'lg singk.at I (satu) tahun: 

b. Meroilfki pengetahuan di bidang pt!llltnntahan; dan 
c. Menguasai rugas, fungsi dan wewernmg DPRD. 



-

Paragraf 2 
Pengusulan, Pengangkatan clan Penempa1an 

Pasal 4 

Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh ~'raksi kepada Sc:k:retads DPRD unluk 
dilctapkan dengan keputusan Sekrctaris DPRD dan ditempatkan 2 (due) Orang 
unruk. menclrunpingi Fraksi dalam melaksaoakao tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 
Pemberhcntian 

Pasal 5 

( t) Tenag;> /\hLi F'raksi berhenti atau diberhen tikan oleh Sekre1aris DPR.D 
apabila: 
a. Mcninggal duni11; 
b. Diusulkan oleh Fraksl; 
c. Tidal< dapal mclaksa.nakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap sebaga.i Tenaga Ahli Fraksi; dan 
d. Mengundurkan diri atas permintaan sendki r,ecam tertulis. 

(2) Pemberhentian Tenaga A!hli Fraksi sebagaimena dlmaksud pada ayat (I), 
dilctapkan dengan Kepulusan Sekretaris DPRD. 

Bagian Kedua 
Kelompok Pakar /Tim Ahli 

Par@gr,, r 1 
Persyamtan 

Pasal 6 

Kualtfikasi anggota Kelompok Pakar /Tim Ahli didasarkan pada jenjang 
pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhl<an dan paling sedikit memilild 
persyaracan sebagai berikut: 
(I) Berpendidikan $erendah-rendahnya Sarjana Strata satu(Sl) dengan 

pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan 
pcngalaman kera paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tig.,, ($3) dengan 
pcngaJaman kerja paling sin(ikal I (satu) t.ahun; 

(2) Memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok 
Pakar/Tim Ahli; dan 

(3) Menguasai tugas, fungsi dan wcwenang DPRD. 

Paragraf2 
Pengusulan dan Pcngangkatan 

Pasal 7 

Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkao olch Alai Kelengkapan OPRD, dengan 
memeoubi persyaratao sebagaimana diatur dalam pasal 6, kepada IPimpinan 
OPRD dan selanjutnya PimpJnan OPRD memcrintahkan Sekretaris DPRD 
untuk mengangkal dan menerapkan dcngan keputusan Sekretrui.s DPRD. 

Paragraf 3 
Penempatan 

Pasal 8 

(1) Kclompok Pakar/Tim Ahli di1empatkan 3 (tiga) Orang pada Alat 
Kelengkapan Dewan yang cerdiri dari : 
a. Pimpinan OPRD; 
b. Sadan Musyawnrab: 
c Komisi•Kom:isi; 
d Badan Legislasi; 
c.- Badao Ang,garao: dao 
r. Sadan Kehormatao. 



12) Pcnempa.ran sebagairnarta dimaksud pada ayat (1), dJtetapkan dalam RapaL 
Pimpinan DPRD bersama Pimpman Alal KelCJJgkapan DPRD lainnya. 

Paragraf 4 
Pembcrhentlan 

Pasal 9 

(I) Kclompok Pakar/Tfm Ahli berhenti a.tau diberhentikan oleh Sekretaris 
DPRD apabil.a: 
a. Mcoinggal dunia; 
b. Diusulkan olch Pimpinan DPRD dan/atau ~adan Musyawarah, Komisi, 

Badan Legislasi, Badan Anggaran, Sadan Kehormatan; 
c . Tidak dapat melaksanakan tugas secara berke(Mjutan atau berhalangan 

tctap sebagai Kclompok Paker/Tim Ahli DPRP; 
d. Mengundurkan diri ata/a pcrmintA!U\ sendiri secara tertulis; dan 
e. Berakhimya kegiatM yang ditetapkan dalam surat tugas. 

(2) Pcmberhentian Kelompok Pakar /Tim Ahli sebagaimana d!maksud pada 
ayat (1), d,tetapkan dengan kept1tusan Sekreta.ris DPRD. 

BABJV 
JUMI..AH 

Bagien Kesatu 
Tenaga Ahli F'ra.ksi 

Pasal 10 

Tenaga Ahli Praksi mendampingi 7 (tujuh) F'raksi yang ada dit Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong. 

Bagian Kedua 
Kclompok Pakar/Tim Ahli 

Pesal 11 

Kelompol<: Pakar/Tim Ahli bertugas membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam 
mclaksanakan tugas dan fungsi representasi anggota OPRD. 

BABV 
TUGAS 

Bagian Kcsatu 
Pa.sal 12 

Tenaga Ahli Fraksi bertugas deagan ketenluaa sebagai berikut: 
a. Membantll mP.JnkAAnakan tugas, fungsi dan wewenang DPRO. 
b. Tugas sebagaima:na dimaksud pada huruf a, dilaksanakaa t,en:las¥kan 

renca.na kcgiatan yang clicu.angkan dalam bentuk program kerja/proposal 
yang dibutuhkan dan disctujui olah Alat kelengkapan OPRD tempat 
Kelomp0I< Pekar/Tim AhlidiLuanglam; 

c, Program kerja/ proposal yang Lelah disetujui sebagaimana dlmaksud pade 
buruf b, sela.njutnya disampaika.n oleh Pimpinan /\lat kelengkap.an DPRD 
kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persewjuan pelaksanaannya; 

d. Polaksaoaan tugas sebagairnana dlmaksud pada hurur c, dilua.ngkan dalam 
surat tugas Sekretaris DPRO etas permintaan Pimpinan DPRO; 

e. Oalam melaksanakan tugas sebagainwlll Qimaksud pada nuruf d, 
Kdornpok Pakilr/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesua.i dengan 
rencana kcgiatan ynng diu$ulkan kepada Alat kclengkepan DPRD; 

r Program kerja/ proposal sebagaimano. diroaksud pada huruf b, paling 
scdikit 3 ttiga\ buah setiap bulannya; 



g. Melaksanakan basil pelaksanaan tUgas beropa kajian scsual dengaan 
program kerja/ proposal yang lelah diajukan; 

b. Hasil kajian sebagaimana. dimaksud pada huruf g. disamp,:,ikan kepada 
Pimpinan DPRD dall Alat kelengkapan DPRD dimana Kelompok Paker/Tim 
Ahli bertugas, dengai1 tern busan kepada Sekrew.ris DPRD; dan 

,. Pimplnan DPRD sclelah menerima dan cncnyclujui hasiJ kajfan 
pelaksanaan program kerja/proposal dari Kelompok Pakar/Tim Ahli, 
,,elanj utnya memerinmbkan Sekretaris DPRO untuk melaksana ka n 
pembayaran honorarium Kelompok Pnkar /Tim Ahli. 

BABVI 
HONORARIUM 

Pasal 13 

(1) Tenaga Ahli F'raksi yang ntemenuhi ketcnluan sebagaimana climaksud 
dalam pasal 3 dao kelompok Pakar /Tim Ahli pad a A lat kelcngkapa.n OPRD 
yang_ Lelah lllllmenubi kctentuan sebagaimana dimakslid dalam Pasal 6, 
diberi.kan honorarium dengan haTga satuan Orang Bulan (OBI dengan 
jumla.h besaran yang diteta.pkan dcngan kepun,san Kepala daerah. 

(2) Honorarium sebagainlann dimaksud pada ayat (l) dikenakao Pajak sesuai 
kctcntuan peratl,lran perundang-undangan. 

BAB VII 
Pf;;MBIAYAAN 

Pasal 14 

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksaan penyediaan tenaga Ahli Fraksi dan 
Kelompok Pakar/Tim Ahli dibeban.kan pada Angga.ran Pendapatan Belanja 
Oacrah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaim Anggaran (DPA) S<;kretarial 
DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015. 

BABVTTI 
TlM PENG8LOLA ADMlNISTRASI T8NAGA AflLI FRAKSl, KELOMJ'OK 

PAKAR/TIM AHLl 

Pasal LS 

(l) Untuk membantu Sekretaris DPRD me1aksanakan rungsi penyediaan dan 
pengkoordinasian Tenaga AhU Fraksi, Kelompok Pakar /Tim Ahli dalam 
mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, dapal 
dibenruk Tim Pcngclola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok 
Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupatcn Lebong. 

(2) Susunan Tim Pengelola Ad.m.irustra.si Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok 
pakaT/Tim Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiro atas: 
a. Pengaral,; 
b. Penanggung Jawab; 
c. Ketuai 
d. Wakil Ketua; 
e. Sekrcmrls; dan 
r. AnggoLB. 

(3) Togas Tim Pengeloln Adlll.lnis1rns1 Tenaga Ahli Fraksi dan :Kelompok 
Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ay,1t (2). adalah scbagai 
berikuc 
a. Mcmbantu kegiatan adminislr.isi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok 

Pakar 'Tim Ahli, yang melipuli kegiatan catal mencatat. surat menyural . 



o. Met1elln J<elengkapan actrmrustrrun lcnaga Ahli l'raks, dan Ke,ompoi.: 
Pakar /Tim Ahli; 

c. Melaku.kan koordinasi dengan Tenaga Ahli F'raks, dan Kelompok 
Pakar /Tim Ahli dalam melaksanakan tugasoya; 

d. Menerbitkan surat 1ugas Tenaga Ahli Fraksi ciao Kelompok Pakar/Tiro 
Ahli yang ditandatangani oleh Se'krctaris DPTID, atas pennintaan 
Pimpinan DPRD; 

e. Me11ghlmpun hasil-hasil penugasan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok 
Pakar/Tim Ahli; dan 

f. Mempersiapkan persyaratan dalam ntngka pembayamn honorarium 
Tea aga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar /Tim Ahli. 

(41 Dlllam melaksa.nakan tugas ~ebagaimana climaksud pada ayac (3). Kepada 
Tim Pengelola Adnunfotrasi Tenaga l\hli Fraksi clan Kelompok Palcar /Tim 
Ahli, d.iberikan honorarium sesuai kerentuan Peraturan Perundang
undangan. 

BAB IX 
IIBTENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini rnulai ber laku pada tanggal diundangkan. 

Agar s,:_tiap orang mengetabuinya, memerintabkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebor)g. 

Oltetapkan di Tubei 
pada tangg_al 3 I D~St..,..btr- 2014 

Ditetapkan di Tubei 
padatanggal 31 ~ .... be,... 2014 

i..,, BUPATI LEBON;{;,

/<o-
J 

H . ROSJONSYAH 

-•~7 •-•-NO 
Miawd EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHON 2014 NOMOR -~~ 
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